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Email :

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
b BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 — 3615867 Fax +62411 — 3615867
Kesban, akassar.go.id Home page : http.www.makassar.go.id

Makassar,03 Februari 2023

Kepada

Yth. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR
Di -
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 239 -lI/BKBP/11/2023

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional limu
Pengetahuan dan Teknologi.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penelitan dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 1843/S.01/PTSP/2023 Tanggal 01

Februari 2023 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada
prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama

NIM / Jurusan
Pekerjaan :
Tanggal pelaksanaan:
Jenis Penelitian
Alamat

Judul

MARJULIA MARTEN

B021191074 / Hukum Administrasi Negara
Mahasiswa (S1) UNHAS

03 Januari s/d 06 Maret 2023

Skripsi

JI. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

“ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN LAHAN BARANG MILIK DAERAH KOTA
MAKASSAR”

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan
selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

Tembusan :
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S1P.. S.H., M.H.. M.Si., M..Kom
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Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);

. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul — Sel. di Makassar;

. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan),

Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar,
Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;

. Mahasiswa yang bersangkutan;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171
Laman dpmptsp.makassarkota.go.id Pos-el dpmptsp@makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/140/SKP/DPMPTSP/IV/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;

2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah;

3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 15419/S.01/PTSP/2023 Tanggal 13 April 2023;

5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor
070/134-1/BKBP/IV/2023 Tanggal 14 April 2023.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama :  MARJULIA MARTEN

NIM / Jurusan : B021191074 / Hukum Administrasi Negara

Pekerjaan :  Mahasiswa (S1) / UNHAS

Alamat : JI. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Lokasi Penelitian . Dinas Pertanahan Kota Makassar

Waktu Penelitian . 14 April s/d 13 Mei 2023

Tujuan : Skripsi

Judul Penelitian : "ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN LAHAN MILIK
DAERAH KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan
selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.

2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan
tujuan kegiatan Penelitian.

3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.

4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan
tersebut diatas.

Makassar, 26 April 2023

)@ Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

B5F% A, ZULKIFLY, S.STP., M.Si.
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